ABSTRAK

Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
71/PUU-X1X/2021

Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia itu mengatur segala hal
mengenai jaminan fidusia termasuk pada pelaksanaan eksekusi nya, namun dalam praktenya
banyak sekali ketidak sesuaian antara peraturan perUndang-undang an dengan perilaku
kreditur terhadap debitur yang seringkali sewenang-wenang dalam penarikan objek jaminan.
Putusan mk no 71/PUU-XIX/2021 ini bertujuan untuk mempertegas serta memberikan
perlindungan hukum bagi para pihak, sebelum adanya putusan mk ini kreditor seringkali
menggunakan hak nya untuk melakukan eksekusi secara langsung tanpa perlu melalui
pengadilan, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal
ini dilakukan kreditur untuk mempercepat proses eksekusi dan mengurangi beban administratif
yang dialami oleh para pihak. Namun, putusan tersebut juga memberikan batasan-batasan yang
ketat untuk melindungi hak-hak debitor, termasuk kewajiban kreditor untuk memberikan
pemberitahuan yang jelas dan memadai sebelum melaksanakan eksekusi. Dalam skripsi ini
penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative atau bisa disebut dengan tinjauan
kepustakaan dan mengkaji bahan-bahan hukum, pendekatan yang dilakukan penulis yakni
pendekatan undang-undang dan juga pendekatan kasus Dimana pendekatan kasus yang
dilakukan ini dengan mengkaji atau meriview hasil putusan mk nomor 71/puu-xix/2021.
Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip dan menelaah pasal-pasal peraturan
perundang-undangan yang relevan sedangkan pendapat para sarjana dikutip kemudian
dijadikan landasan teori guna menjawab pertanyaan penelitian. Dari penjelasan diatas dapat
disimpulkan bahwa putusan mk ini dapat memberikan kepastian hukum dan juga memberikan
perlindungan hukum bagi para pihak karena hasil dari putusan mk ini mewajibkan kreditur

untuk melalukan pelaksanaan eksekusi melalui permohonan ke pengadilan negeri.

Kata Kunci : Undang-undang jaminan fidusia, Putusan MK no 71/Puu-Xix/2021.
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